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Abstrak 

Mtmj disituasikan dalam konteks jaringan etnis dan kekerabatan 
yang kuat dan efektif di Sulawesi Tengeh, namun pornilu OPO berhasil 
membawa bertJagai peru bah an yang signifiken Oarl segi rekrutmen politik, ia 
mampu menJ8fing calon-calon anggota OPO yang beragam latar belakang 
profesi dan aktivitas sosialnya. Proses pemilu ini juga menyaksikan munculnya 
mobilisasi pobtik yang lebih kontraktual yang ditandai dengen komunikasi 
politik yang sehat, disertai penawaran program-program spesifik, dan 
merespon isu-Isu lokal yang berkembang. 

Hasil . perolehan suara menunjukkan, petCl dukungan politik 
terkonsentrasikan pada basis-basis dukungan tradisional. Suara terbanyak 
yang diperolch calon selalu berkorelasi positif dengan daerah asal tempat 
jaringan kekerabatannya terdapat. 

Oalam konteks pemilu distrik, dukungan berbasis ikatan solidaritas 
lokal ini sangaUah wajar dan bahkan memiliki signifikansi tersendirl sebagai 
basislegitimasi baru bagi proses rekrutmen politik dan proses demokratisasi 
lebih luas. 

Secara teoriUs, perkembangan selama proses pemilu OPO ini 
memberi harapan bagi terwujudnya corak "demokrasi deliberatif, yakni 
demokrasi yung melibatkan pertimbangan masyarakat secar a memadai. 

1. OUDUK PERMASALAHAN: TANTANGAN TRANSISI DEMOKRASI DI 
INDONESIA 

Hingga sejauh ini transisi demokrasi di Indonesia pasca rezim 
otoriter blrokratis masih dihadapkan pada sejumlah tantangan mendasar. Oi 
satu sisi, proses demokratisa~i secara formal lelah berlangsung relatif mulus, 
yakni dalam hal pelembagaan infrastruktur politik dan hukum bagi sistem 

, Tulisan'" IC3.1lah revisl dan paper be~udul"Pergeseran Bentuk-bentuk Solidaritas Trasidional 
dan Sgrvf'Nnsinya dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perw.lkilan Oaerah (DPD) 
Provin~ Sulrlwesi Tengah", yang disampaikan dalam Seminar Intemaslooal V Dillamika Politik 
Lokal dl WldoreSia. Seminar dengan tema "Demol\rasl dan Potret Lukal Pemilu 2004" ini 
disele~ oleh Percik $alatiga pada langgaI14-17 Juli 2004. 
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demokrasi. Hal itu an tara lain berupa reformasi pranata-pranata negara, 
amandemen konstitusi yang lebih peduli pada isu HAM dan share of power, 
proses desentralisasi melalui kebijakan otonomi daerah, dan juga pembaruan 
sistem pemilu dan sistem perwakilan. ' . 

Namun . proses demokratisasi membuluhkan blJkan hanya 
pembaruan struktur polilik secara formal semala. Buktinya. dinamika politik 
dan kehldupan sosial selama lima tahun terakhir justru menunjukkan 
fenomend 'masih jauh panggang dari api". Budaya dan pElfliaku politik para 
elit di bertagai level pemennlahan dan ranah sosiallJelum jua mencerminkan 
nHai-niiai demokrasi dan keadaban (civility) yang sebenarnya. Pembaruan 

. sistem multi-partai misalnya, nyatanya belum borhasll melahlrkan partai-partai 
modem yang mampu mandin dan menjadi inslrumen pol/Uk yang efektif unluk 
menyalurtan aspirasi publik. Partai-partai poliOk ini justru dltengarai sebagai 
kendaraan poIitik belaka bagi kepentingan para ellt poUlik, sebagaimana 
dilunjukkan oleh maraknya kasus korupsi oIeh ong9Ola DPRD baru-baru ini. 
Dalam tingkatan tertentu, ia bahkan menyuburkan benluk-bentuk oligarki 
politik yang cupet yang mengingkan baik cila-eila Ideo legis dari partai itu 
sendin maupun kepentingan rakyat yang menjadl konstlluennya (ct. Kristiadi 
2004). 

Ditilik dari · urgensi pelembagaan partisipasi rakyal, maka 
kesenjangan di atas menunjukkan bahwa "demokrasi perwakilan" 
(representative democracy), dalam hal ini melalui institusi partai, tidak dengan 
sendirinya menghasilkan keselarasan antara kepentingan 'wakil rakyat" 
dengan konstituen yang diwakilinya. Inilah yang membenluk jurang yang 
amat Ie bar dalam jag ad politik Indonesia mutakhir an lara sistem "demokrasi 
perwakilan' di satu sisi dengan demokrasi yang melibalkan partisipasi dan 
pertimbangan rakyat (deliberative democracy) di sisi yang berbeda. 

Memang, seperti dikemukakan Dahl (1989), dalam sebuah national 
·'state eiri-ciri dari demokrasi partisipatif cenderung untuk kian digantikan oleh 
aluran-aturan prosed ural demokrasi. Namun hal ini lidak berarti demokrasi 
lelah mati asalkan ia mengalami sualu transformasi dalam wujucj yang 
disebut Dahl sebagai ·poliarki". Yakni ketika ia, selain memenuhi aturan 
prosedural, juga bersenyawa dengan realitas kemajemukan sosial dan 
membentuk pusat-pusat otonomi asosiasional. 

Sayangnya, hal yang disebul terakhir ini lak kunjung terwujud ketika 
kapasitas kultural dan modal sosial masyarakat untuk berpartisipasi di arena 
publik tidak pernah mendapat apresiasi dalam proses politik, padahal 
preseden kewargaan untuk ini sangatlah kaya (Hefner 2000). Mekanisme 
partisipasi yang mengacu pad a yang medium-medium yang build in dalam 
kesehanan masyarakat-misalnya yang terwujud dalam seni, agama, elnis, 
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budaya, dan lain-Iain-tidak terkelola baik dan bahkan ,dimusuhi sebag 
bentuk-bentuk primordialisme. Padahal, inilah yang membentuk ·syara 
syarat informal untuk be~alannya demokrasi" sebagaimana dikemukaka 
Putnam (1993). lronisnya, pad a pihak lain, tidak bisa diingkari bahw 
partisipasi politik kepartaian justru banyak mengandalkan kemampuar 
mobilisasi ikatan-ikatan primordial. 

Kesalahan dalam memahami masalah primordialisme in 
menyebabkan demokrasi partisipasi yang berbasis pad a asosiasi-~sosias 
informal tidak pemah terartikulasi dan terlembagakan, bahkan semakin 
menjauh dari proses demokrasi prosedural dan perwakilan yang berlangsung. 
Hal ini membuktikan kesenjangan lain dalam perpolitikan Indonesia mutakhir, 
yaitu antara struktur politik formal di sabJ sisi dengan budaya politik informal 
di level rriasyarakat padi: sisi yang berbeda. Kesenjangan !ni, ditambah 
dengan upaya-upaya 'memanipulasl asoslasj.:asosiasi ini sebagai sentimen­
sentimen prlmordial,telah berdampak bukan saja pada merebaknya konflik 
dan Icekerasan primordial, namun pada akhimya juga pada ambruknya 
tatanan politik formalltu sendiri (Percik 2004). 

Pemilu 2004 baru-baru ini telah melahirkan satu terobosan polilik 
y~mg sangat menonjol bagl pendalaman proses demokratisasi di Indonesia, 
yaitu pemilihan anggota Dewan' Perwakilan Daerah (DPD) secara langsung 
oleh rakyat. Terobosan Ini menandai pembaruan sistem perwakilan polilik 
yang selama ini hanya didomlnasioleh parpol, yaitu dengan adanya sistem 
bikameral dalam lembaga perwakilan MPR. Selain terdapat lembaga DPR 
yang rekrutmen anggotanya dilakukan melalui pemilu parpol. kini juga 
terdapat lembaga DPD yang anggotanya dipilih langs~ng oleh rakYCit untuk 
mewakili daerah provinsl. 

Secara teoritis, ada tiga hal mendasar yang dapat dilahirkan dari 
pembaruan sistem perwakilan ini terhadap tantangan demokratisasi yang 
dikemukakan di atas. Pertama, karen a rakyat memilih langsung tokoh-tokoh 
yang akan menjadl wakil daerahnya, maka sistem perwakilan ini Clapat 
menjadi saluran bagi mobilitas politik tokoh-tokoh lokal yang lebih berakar di 
masyarakat. Keterlibatan para tokoh lokal ini dapat memberikan akses bagi 
komunikasi dan partisipasi yang lebih nyata antara komunitas lokal dan 
daerah dalam struktur dan proses politik nasional. Kedua, sesuai mandaI 
konstitusionalnya, DPD diberi tugas dan wewenang untuk ikut membahas dan 
mempertimbangkan penyusun~n RUU yang berkaitan dengan: (1) 
pelaksanaan otonoml dan hubungan pusat dan daerah; (2) pembentukan, 
pemekaran dan penggabungan daerah; (3) pengelolaan sumberdaya alam 
dan sumber ekonomi lainnya; (4) perimbangan keuangan pusat dan daerah; 
serta mengawasi pelaksanaan semua UU yang berkaitan dengan hal-hal 
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t. tersebut di atas. Keberadaan OPO dengan demikian akan mendorong proses 

politik yang jauh lebih peka pada isu·isu daerah; suatu hal yang cenderung 
diabaikan oleh partai politik yang lebih ban yak berkutat dengan isu-isu 
nasional dan supralokal. Ketiga, karen a dipilih secara langsung maka 
anggota-anggota OPO ini memiliki basis konstituen yang sang at jelas, yakni 
rakyat di daerah yang memilihnya. Hal ini juga memungkinkan adanya 
kontrak politik dan pelembagaan komunikasi politik serta kontrol politik yang 
lebih permanen antara anggota OPO dengan para konstituennya. 

Oengan mengambil kasus pemilihan anggota OPO di Sulawesi 
Tengah, paper ini secara empiris hendak mengkaji sejauh mana pembaruan 
sistem perwakilan ini berlangsung di tingkat lokal ketika ia disituasikan dalam 
konteks sosio-kultural dan politik regional yang spesifik. Salah satu dinamika 
politik yang paling menonjol dalam konteks masyarakat di Sulawesi Tengah 
adalah massifnya mobilisasi ikatan-ikatan solidaritas emosional yang dibentuk 
oleh identitas kultura! yang sarna, seperti ikatan etnis, kekerabatan, agama 
dan sebagainya. 

Fenomena ini memunculkan pertanyaan kritis tersendiri, yakni 
sejauh mana· proses rekrutmen politik pemilu OPD mampu melembagakan 
partisipasi politik yang lebih demokratis. Ataukah, sebaliknya, proses itu justru 
mengarah pada penguatan identitas lokal yang lebih tertutup. Sejauh mana 
pula proses pemilu OPO ini berhasil menc:ptakan sirkulasi elit dan 
perimbangan baru dalam struktur sosial masyarakat, ataukah justru 
rekrutmen politik ini tetap berkisar pad a ruang-ruang relasi politik dari 
kalangan figur tradisional, elit parpol dan aktor-aktor lama yang telah mapan. 

Untuk daerah Sulawesi Tengah, pemahaman atas dinamika politik 
semacam ini menjadi sangat penting. Sebab, Sulawesi Tengah adalah 
daerah yang dikenal dengan keragaman etnisnya yang sangat kaya serta 
jalur-jalur kekerabatan besar (fam) yang berpengaruh yang interaksi di 
antaranya amat menentukan dinamika politik regional, seperti dalam 
pemilihan bupati dan gubemur, kontroversi pemekaran wilayah, dan 
sebagainya. Pada sa at yang sarna, konstelasi ini sekaligus juga 
mencerminkan dominasi parpol tertentu yang pada masa lalu telah 
membangun hubungan simbiosis mutualisme yang cukup kual dengan elit-elit 
daerah. 

Oalam konteks demikian penelitian ini akan memberikan penilaian 
awal mengenai proses pemilihan umum anggota OPO Provinsi Sulawesi 
Tengah yang baru saja Qer1angsung dengan mengkaji beberapa isu sebagai 
berikut. 
1. Bagaimanakah secara nyata pola-pola mobilisasi politik yang muncul 

selama proses rekrutmen politik ini anggota OPO ini. Sejauh mana pola 
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mobilisasi itu menganda1kan pada bentuk-bentuk ikatan s01idantas 
tradisional dan sejauh mana pula ikatan-ikatan solidaritas semacam ini 
telah mengalami pergeseran. 

2. Sejauh manakah hasil dan pemUihan anggota OPO ini mencerminkan 
te~adinya pergeseran konfigurasi elit 10ka1 dengan lahimya sirkulasi elit 
dan keseimbangan baru dalam masyarakat, ataukah sebaliknya hal itu 
justru kian mengokohkan tatarlan oligarki Jama yang telah mapan. 

3. Sejauh mana pula keseluruhan proses pemilu OPO ini telah menyerap 
dan mengapresiasi persoalan, kultur dan ke!embagaan lokal di satu sisi, 
dan pada saat yang sama mengantarkan pada pelembagaan budaya 
politik baru yang lebih demokratis dan partisipatif. 

Paper ini dibagi menjadi lima bab. Setelah bagi<1n pengantar pada 
bab pertama, bab kedua akan menyajikan konteks politik dan sosio-kultural di 
wilayah Sulawesi Tengah. Oinamika politik lokal selama pemilu OPO akan 
diuraikan pada bab ketiga yang akan mengulas mengenai karakteristik para 
calon anggota OPO, mobilisasi politik yang dilakukan, dan hasil perolehan 
suara. Bab berikutnya adalah pembahasan yang akan mengkaji signifikansi 
dari pemilu anggota DPD ini dalam konteks transformasi budaya politik baru 
di Sulawesi Tengah. Akhimya, bab kelima adalah penutup yang menyajikan 
pokok-pokok kesimpulan dari penelitian ini. 

2. KONTEKS POLITIK DAN SOSIO-KULTURAL 
I<ondisi geografis wilayah Sulawesi Tengah-pusat dari tumbukan 

patahan-patahan lempeng benua Asia dan Australia yang menyatu dan 
membentuk pulau Sulawesi-ditandai dengan topografi yang bergunung­
gunung dan sulit dijangkau. Kondisi isolasi geografis ini menciptakan . 
keragaman etnis yang sedemikian kaya yang ditandai dengan kemajemukan 
bahasa, pranata sosial-budaya dan institusi politik masyarakatnya. 
Kemajemukan sosial ini seolah-olah merupakan refleksi dari panorama alam 
Wallacea yang memang dikenal memiliki keanekaragaman hayati yang 
sangat kaya. 

Adalah Albert C. Kruyt orang yang mula-mula melakukan pemetaan 
etnis di daerah ini dan merumuskan, atas dasar kekerabatan bahasa, 
klasifikasi empat kelompok besar yang tercakup dalam etnis Toraja sebagai 
berikut: Toraja Saadang, Toraja Paloa, Toraja Koro, dan Toraja Poso. lstilah 
"Toraja" sendiri, yang secara harfiah berarti 'orang gunung", dipakai Kruyt 
sebagai pengganti istilah kolektif "Alfuru" untuk menamai suku-suku yang 
masih "kafir"; suatu penamaan yang oleh Kruyt dianggap merendahkan. 
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Sejak itu istilah"Toraja" mulai dikenal dan menjadi populer dalam tulisan­
tulisan ilmiah. 

Dan keempat kelompok etnis tadi yang pertamalah yang kemudian 
dikenal sebagai suku yang be8uluk Toraja, yakni yang berada di wilayah 
Sulawesi Selatan. Kruyt sendiri menyebut kelompok ini sebagai kelompok 
induk. Dan sini sebagian mereka keniudian menyebar ke utara, berdiaspora, 
dan membentuk suku-suku yang kini mendiami wilayah Sulawesi Tengah, 
dan dianggap penduduk asli daerah itu. 

Walter Kaudern, mengikuti argumen Kruyt, menjelaskan 
perpindahan yang membentuk tiga kelompok 70raja yang lain itu sebagai 
benkut. Dan wilayah Sulawesi Selatan mereka menuju ke wilayah Sulawesi 
Tengah dan arah tenggara Malili, terus ke utara, barat laut, langsung menuju 
ke daerah pegunungan sebelah barat danau Poso. Dan sini mereka tersebar 
lagi ke arah barat daya, ke utara, sampai ke pegunungan Toli-toli. Selain itu, 
mereka juga menyebar hingga ke pantai teluk Tomini dan daerah pantai utara 
dan timuf laut Sulawesi. 

Keragaman etnis semaeam ini, dan hambatan-hambatan geografis 
yang demikian su~t, menjadi faktor utama yang menjelaskan tiadanya struktur 
politik yang bersifat sentralistik dan didasarkan pada penguasaan teritorial, 
sebagaimana kerajaan-kerajaan di Jawa. Kerajaan-kerajaan keeil di Sulawesi 
Tengah tidaklah mendasarkan diri pada penguasaan tentorial semacam ini 
akan tetapi lebih merupakan kerajaan-kerajaan etnis yang merasa nyaman 
dalam otonomi dan isolasi mereka masing-masing.1 Variasi yang agak 
berbeda adalah kerajaan-kerajaan Islam di dataran tepi pantai yang 
strukturnya lebih kompleks karena menerima pengaruh dari luar melalui 
akses perhubungan laut yang mudah. 

Kerajaan-kerajaan etnis ini, terpisah satu sam a lain tanpa 
infrastruktur politik yang menyatukan, dipaksa untuk membuat aliansi-aliansi 
politik untuk menghindari konflik di antara mereka sendiri maupun untuk 
beke~a sam a dalam menghadapi serangan musuh dari luar. Hal inilah yang 
membentuk ikatan-ikatan federasi, misalnya patanggota (aliansi empat sub 
etnis Kulawi) di daerah Kulawi atau, yang lebih terkenal, pftunggota ngata kaili 
(aliansi tujuh sub etnis Kaili) di daerah lembah Palu. 

, Bandingkan dengan Soetarto (2002) yang mengaitkan lernahnya ikatan sosial antar etnis ini 
dengan corak sistem pertEnian hurna. Sistem produksi ini-yang tidak memer1ukan irigasi secara 
kontiny~mbuat tiadanya kebutuhan untuk melakukan pengorganisasian sosial yang rumit 
dan terdeferensiasi serta ya~ menjangkau wilayah teritori yang luas sepanjang daerah aliran 
sungai. 
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Sistem perkawinan adalah pranata sosial-budaya yang kemudian 
memapankan ikatari-ikatan federasi antar etnis ini. 2 Secara sosial, ikatan 
federasi ini dipertahankan, diperkokoh, dan diberi simbolisasi budaya melalui 
sistem kekerabatan (fam) sehingga ikatan itu pun terabadikan dalam 
hubungan-hubungan darah yang abadi dan keramat. Sedangkan secara 
ekonomi, ikatan federasi tadi ditransformasikan ke dalam jalinan resiprositas 
tradisional yang berpusat pada dan digerakkan oleh tukar menukar 
pemberian dan penerimaan mahar. Jalinan resiprositas ini, selain 
berlangsung di antara pasangan pengantin, juga berlangsung di an tara etnis 
yang menjadi pihak pemberi mahar sendiri maupun etnis yang menerima 
mahar tersebut. Resiprositas yang terakhir ini terkait dengan kewajiban timbal 
balik di antara mereka untuk memberikan sumbangan ketika kerabatnya · 
dikenai kewajiban membayar mahar. Dua bentuk resiprositas tradisional ini · 
secara skematis dapat digambarkan sebagai berikut. 

Pererirre Pererirre 
Stn1J;rga1 9..rrtwgan • aaus~ 

Jt -. u snB lrtJ.j( 

MItar Mitla'" -. cr9<gais 
~- • R.tu:n,e.PIll" 

Perrberi gereaI~ itlJ 
Stn1J;rga1 s.rrtIrgan 

Fb:rteri foIEJtEE ~Mtw ~ Ff!te:rpHl 

Gambar 1 
Dua Bentuk Resiprositas dalam Perkawinan Adat 

(Dikutip dari Shohibuddin, 2003) 

Dengan demikian, dalam sebuah peristiwa perkawinan, bergetarlah 
seluruh jaringan relasi sosiaJ dan kekerabatan yang seringkali melintasi batasan 
etnik dan desa, dengan efek diperkuatnya solidaritas dan ikatan kekerabatan 
antar komunitas dan sekaligus memantapkan ikatan-ikatan federasi antar 
etnis. 

3. DINAMIKA POLITIK LOKAL SELAMA PEMILU DPD 
Politik lokal di Sulawesi Tengah, khususnya di bidang 

pemerintahan, dalam batas tertentu masih ban yak dipengaruhi oleh struktur 

2 Ulasan mengenai sistem per1<awinan ili mengacu pada Shohibuddin (2003). 
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kekerabatan dan warisan aliansi kerajaan pra·kolonial yang dikemukakan di 
alas. Hal inl dapat le~adi kamna pad a masa kolonial, pementah Hindia 
Belanda (dalarn rangka kebijakan polilik indirect rule-nya) telah menjadikan 
kerajaan·kerajaan etni!) tadi sobagai bag ian dari struktur biro~rasi kolonial, 
sementara para pomimpinnya ditetapkan sebagai Kepala Oistrik (Bestuurderj. 
Dengan demikian, para elit tradisional ini memperoleh status politik yang lebih 
formal dengan 5e9ala hak istimewanya. 

Situasi ini masih menyisakan jejak bahkan hingga sekarang. Hal ini 
sang at wajar karena para penerus elit tersebut praktis memiliki lebih ban yak 
keunggulan dibanding yang lain mengingat mereka lebih dulu memperoleh 
akses pendidikan. inforrnasi, relasi politik, di sam ping mempunyai modal 
kultural itu sendiri sesuai status tradisional yang dimilikinya. Sebagai contoh, 
Gubemur dan beberapa Kepala Oaerah Tingkat II yang menjabat di Sulawesi 
Tengah saat ini merupakan tokoh·tokoh yang berasal dan lingkungan 
kekerabatan elit·ellt semacam ini. Bahkan aliansi antar kerajaan pad a masa 
lampau juga sering diartikulasikan untuk menyuarakan kepentingan politik 
kontemporer. Oinobatkannya Bupati Oonggala yang menjabat sekarang 
sebagai Magau (sebutan buat pemimpin kerajaan pada masa lampau) pada 
akhir Mei lalu adalah i1ustrasi mengenai hal ini. Oleh beberapa kalangan. 
peristiwa ini dinilai ada kaitannya dengan upaya·upaya percepatan 
pembentukan Kabupaten Sigi·Oolo yang terpisah dari Kabupaten Oonggala. 

Dalam konteks semacam ini sangat menarik untuk melihat 
bagaimana dinamika politik yang berlangsung selama proses pemilu OPO 
yang baru saja berlalu. Apakah konstelasi seperti dikemukakan di atas juga 

, tercermin di dalam pemilu OPO kali ini. Ataukah, seperti dikemukakan oleh 
Waris (2003),3 ada kecenderungan bergesemya bandul politik di Sulawesi 
Tengah yang saat ini relatif masih didominasi oleh kalangan tertentu. 

3.1. Karakteristik Calon Anggota OPD 
Pemilu OPO Provinsi Sulawesi Tengah diikuti oleh 25 Kontestan 

yang bersaing untuk memperoleh dukungan dari rakyat. Oan 25 calon 
anggota OPO ini, hanya satu orang saja yang perempuan. Sementara 
komposiSi dari segi kelompok umur menyebar secara merata, Sebanyak 
en am orang (24%) masuk dalam kfllompok umur 31-40 tahun; tujuh orang 
(28%) masuk dalam kelompok umur 41-50 tahun, dan tiga orang (12%) 
masuk dalam kelompok umur 51-60 tahun. Oengan demikian. sebanyak 16 
orang (64%) calon anggota OPO masuk dalam kelompok umur 60 tahun ke 
bawah. sementara yang masuk dalam kelompok umur 61-70 tahun berjumlah 

3 Kutipan wawancarn Irwan Waris, Tempo 17 Desember 2003. 
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sembilan orang (36%). Jadi secara umum komposisi calon anggota DPD ini 
didominasi olch kategori IJsia produktif, dengan persentase kalangan figur 
mud a yang juga cukup menonjol. 

Dan segi latar belakang pendidikan, mayoritas calon anggota DPD 
adalah lulusan 81, yaitu sebanyak 13 orang (52%). Urutan terbanyak kedua 
adalah lulu san SMA sebanyak enamorang (24%). Calon anggota DPD yang 
berpendidlkan pascasa~ana (S2) menempati urulan ketiga sebanyak empa! 
orang (16%), dan disusullulusan akademi sebanyak dua orang (8%). 

Latar belakang profesi para calon juga memberikan gambaran yang 
menarik, Sebanyak tujuh orang (28%) calon anggota DPD memiliki profesi 
akademiSi sebagai dosen di PTN; sebanyak empat orang (16%) adalah 
pensiunan peJabat di lembaga pemerintah, seorang di antaranya adalah 
pensiunan pejabat pemerintah pusat; dan satu orang (4%) adalah 
pumawirawan TNI AD. Total calon anggota DPD yang memiliki latar belakang 
sebagai Pegawai Negeri, baik yang masih menjabat maupun sudah 
pumakarya. adalah sebanyak 12 orang (48%).~ dengan pengalaman profesi 
sebagaimana lersebut dalam tabel berikut. 

Tabel1. LJtar Belakang Profesi dan Aktivitas Kemasyarakatan Calon 
Anggota OPO yang Berstatus Pegawal Ne)JElri atau 
Ptnsiunan Peg2wai Negeri 

I No~lon -
! 2 10" 
! 4 $6" 

7 ~" 

11 ~" 

13 "" 
15 -'6" 

--,.----.... _ - ... _ .. ---_., 

Dosen 
I'IJmw.inwan 

TNI 

111111111 lIriIan 

l'Ijabll ~I 
Petnerintllh l';'Jat. 

21 n" ,f 

Surnber: DIOia/l dart data KPUD Provinsi Sulawesi Tengah 

.•.... - .. _-.---
Dryarimi 

1It1l"'" 
1101111 

Keterangan: N<Jmo( Calon adalah nomor pada kartu suara sesuai dengan ponetapan KPU 

• Sesuai kelentuan UU, pegawal negeri yang mencalonkan diri sebagai DPD harus 
~~ngundurl\an dlli dari kepegawaiannya. Apabila aluran ini dipaluhi, bemrti kedua belas orang 
In! sudah ber1tatus pumakarya semenj3k pencalonannya sebagai anggota DPD. 
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Adapun profesi dari para calonanggota OPO yang tidak pernah 
menjadi Pegawai Negeri juga menampilkan gambaran yang lidak kurang 
menariknya karena berasal dari berbagai jenls profesi dan lalar belakang 
aktivitas, sebagaimana diringkaskan dalam tabel berikut ini. 

Tabel2. Latar Belakang Profesi dan Aktivitas Kemasyarakatan Calon 
Anggota OPO yang Tidak Berstatus Pegawai Negeri atau 
Pensiunan Pe.gawai Negeri 

... ~. ' ~"" """" .. ........... -... . 
Org~si 

Mtdia Aktivis "'-liuTir; PMtIi 
No Calon UII'Il1' nosen Pnrtesional Ibtn L8M "tin Politi 

I 1 5711 ./ ./ i 

! 3 45 tl ./ ./ 

l 5 lttl ./ ./ ./ 
I 6 65tl ./ 

j 10 33tl ./ ./ ./ 

12 31tl ./ 

14 43tl . ./ 
19 49 tl ./ 

. 20 40tl ./ ./ 

22 4U I' 

23 4' " 
./ . ./ 

24 36 " 
./ 

25 lUI ./ 

Sumber. Diolah dan data KPUD ProVInSI SulawesI Tengdh 

Oari gambaran di atas tampak bahwa latar belakang calon anggota 
OPO sangatlah beragam, khususnya dari sisi latar belakang profesi dan 
aktivitas sosialnya. Data yang diringkaskan dalam Tabel 1 dan Tabel 2 juga 
menunjukkan bahwa hanya sebagian saja calon anggota OPO yang berstatus 
pegawai negen atau pensiunan pegawai negerl (46%), dan dari jumlah ini 
hanya em pat orang (16%) yang pernah duduk sebagai pejabat di birokrasi 
pemerintah. Jumlah calon anggota OPO yang punya lalar belakang pernah 
duduk di lembaga legislalif jumlahnya sangal kedl, yailu sebanyak dua orang 
(8%). Sedangkan caion anggota OPO yang pernah menjabat sebagai 
pengurus partai be~umlah empat orang saja (16%). 

Oengan demikian, sebagian besar dari calon anggota OPO yang 
berkompetisi dalam pemilu yang baru lalu adalah para pendatang baru di 
dunia politik dan belum pernah masuk dalam sirkulasi elit politik sebelumnya. 
Calon-calon anggota OPO dari kalangan tokoh-tokoh muda juga termasuk 
dalam kategori kelompok terakhir ini. 
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3.2. Pota·pota Moblllsasi Politik 
Pemitu OPO yang anggotanya dipilih secara tang sung oteh 

masyarakat sangaUah berbeda coraknya dan pemitu OPR dan OPRO yang 
pesertanya adalah partai poiitik. Oatam hat mobitisasi dukungan politik, 
misalnya, pada pemitu OPR dan OPRO mesin politik partailah yang lebih 
banyak berperan. Semeritara datam pemilu OPO, praktis tidak ada mesin 
politik yang tersedia s~hingga mobilisasi dukungan politik lebih banyak 
mengandalkan pada ketokohan individu calon anggota OPO. 

Mempertimbangkan faktor ketokohanindividu dalam mobilisasi 
dukungan politik ini, Qodan (2004) menyebutkan lima kategori latar belakang 
calon anggota OPO yang berpeluang besar terpilih dalam kompetisi pemilu. 
Pertama adalah mantan pejabat yang berpeluang terpilih karen a nama 
mereka relatif dikenalluas oteh masyarakal Kedua adalah pengusaha besar 
karena memiliki dana dan dukungan karyawan yang besar yang dapat 
mereka mobilisasi. Ketiga, tokoh dan organisasi agama berpeluang besar 
terpilih karena jenis organisasi yang paling ban yak diikuti oleh masyarakat 
Indonesia adalah organisasi agama. Keempat, flgur yang merupakan tokoh 
etnis juga memiliki peluang yang besar karena disokong oleh solidantas 
emosional yang dibentuk oleh kesamaan identitas kesukuan. Kelima adalah 
veteran pengurus partai karena selain berpengataman dalam membina 
konstituen dan menggalang dukungan, iajuga dapat memanfaatkan jaringan 
partainya untuk memobilisasi dukungan politik. 

Proses pemilu DPD yangberlangsung di Sulawesi Tengah 
beberapa waktu lalu telah memunculkan sejumlah pola mobilisasi politik yang 
ditakukan para calon angpota OPO dalam rangka menggalang dukungan 
suara. Setidaknya, ada ·tima pola mobilisasi potitik yang dilakukan oleh para 
calon selama proses pemilu. Pertama, mobilisasi melalui jalur solidaritas 
agama, baik di lingkungan pemeluk Islam, Kristen, maupun Katolik. Kedua, 
mobilisasi melalui jalur soliqaritas etnis atau kekerabatan. Ketiga. mooilisasi 
melalui jalur jaringan organisasi masyarakat atau LSM. Keempat,mobilisasi 
dengan memanfaatkan isu gender untuk merangkul suara pemilih 
perempuan. Dan ketima, mobilisasi dengan melakukan komunikasi politik 
yang Intens dengan seluruh laplsan dan komponen masyarakat dengan 
menawarkan isu·isu spesifik untuk memperoleh dukungan politik atas dasar 
pilihan rasional dan konlroklual. 

SoporU Imlillat, pola pertama dan kodua rnoncormlnken bonluk 
mobilisasl polilik yang dldasarkan pada Ikatan solldarilas Iradlslonal yang 
borBl!ol primordial. Sodnnokan pola kollga hlnggo kollmll moncormlnkan 
bentuk mobilisesl pollllk yllng loblh dldasarkan pada Ikatan·lkelan dan relasl· 
relasl soslal baru yang leblh modern dan lerbuka. Faklll ompiris solama 
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proses pemilu OPO mempenihatkan bahwa, sejauh menyangkut pola 
mobilisasi, latar belakang calon yang berasal dan mantan pejabat. pengusaha 
dan veteran pengurus partai ternyata tidak signifikan karena tidak 
menciptakan pola mobilisasi yang unik. Bentuk-bentuk mobilisasi politik yang 
dilakukan para calon anggota OPO terga~bar dalam tabel berikut ini. 

Tabel 3. Pol a Mobilisasi Politik Calon Anggota OPO 

i---'--- ._.,., ............ --~. _ ........ _ ..... - ...... ........ _ .... _ ...... 
tii~i ' 

t . .... Iortt ..... 1._" 2. Jortngan _8M 
4. __ _.J!ls ...... 

i R.~ 
~1I1If1" 

_ .... 
...... _ .... .... "'" - ......... _ .... 

.... "'" - -- -. 
01 

Ida 'no Ida .... TkIoI< TkIoI< r_ TkIoI< TllaII 
l li* rilak Ida TW< TllaII TIlok T\IIIl Ida .... 
Ida 'no Ida .... Ida .... r_ Ida 1~'" 

4 I _ rllllll Ida .... TkIoI< TkIoI< r_ Ida .... 
_ h llll" liI£.1IIt ! 1*'IlIIIl1III lillr,ldl ii"" I ' III.J~ ' l8.oI~fI ,~ : " Ida ' ~ +!i4<."tl~ 

Idol< rilalc Ida VI Tidal< nidi I_ 
I_ T ..... Ida .... Ida \'II r_ Ida 

i Ida .... Ida VI Ida .... r_ .... .... 
I lli* TIlok Ida .... lIdaJI TIlok r_ -- I/:IT"1I In\\do ·'~ *'!t _ m 1. '11 " ..... 1< . l '!'l~ 

11 TkIoI< Ida I~" ,- .... 
12 lli* 1 ..... lOa .... r_ ..... .... 
n lli* r..... Ida .... Ida VI ~ ..... 
I . lli* 1_ TkIoI< li1ak Ida .... 1_ .... 

lda1\lt t~ IIIlt, Idt",,,,*, U't ,",~ Ida"" "",""'Ji1fI I_~~I " .... . Idt '*" 
" Ida .... Ida .... Ida Ya ~ Ida 
17 l ilak lila!! Ida Ya TdoI< r..... I _ .... .... 

i 11 lo:taI< T ..... .... \'II TkIoI< Tilak ,-,. ,- T_ TIOaII T_ TkIoI< TIOaII ,- Ida .... 
· ... ,*U U~_ 11!U ..... ""'1 " ........ ",. 1'1I,. ,IdI I ,-, , "'J~ l:ra Vl 

Z1 I_ r ..... TkIoI< rllll< TkIoI< Tilak ,-
22 Idol< T_ Ida .... TkIoI< Tilak ~ 

23 Ida!! lli* Ida .... .... TllaII T'dII 
24 lilak r"", Ida .... rlCill< Tilak ,- ..... .... 

1lIIfT i lilt <f\!l .!lIIt ........ 1·1'>- ·"" .;jIIt;Wa fM 11,'- · • lilt !, :"J~ ..., YF11 , _taM 
Ylis llm Y'P12kn ..... 1m 

Sumbe"'r: Data Primer 
Keterangan: Tanda - berarti tidak ada data untuk koiom dimaksud 

Beberapa calon anggota OPO yang tidak bersedia untuk 
diwawancaral atau yang tidak berhasil ditemui telah menyebabkan 
terbatasnya informasi yang dapat diperoleh mengenai pola-pola mobilisasi 
politik yang dilakukan oleh setiap calon. Bagaimanapun, label di alas telah 
memberikan gambaran mengenai variasi pola-poJa mobilisasi ini di antara 
para calon. 

Dengnn mengacu pada tabel di atas, tampak bahwa penggalangan 
dukungan politik yang dilakukan oleh para calon anggota OPO tidaklah 
terbatas hanya pada satu pola saja, namun dengan menggabungkan 
beberapa pol a mobilisasi. Dari berbagai pol a ini, ternyata mobilisasi polilik 
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dengan memanfaatkan ikatan solidaritas etnislkekerabatan merupakan pola 
yang paling banyak digunakan oleh calon anggota OPO. Menyusul pada 
urutan berikutnya adalah mobilisasi ' melalui jaringan organisasi 
kemasyarakatanlLSM. 

Dominannya mobilisasi politik berbasis ikutan solidaritas \ 
etnislkekerabatan ini tampaknya konsisten dengan konteks sosio-kultural di 
Sulawesi T engah. Sebagaimana telah disinggung di atas, wilayah ini ditandai 
oleh adanya jaringan kekerabatan yang luas dan bersifat informal, namun 
yang seringkali diartikulasikan di dalam proses politik formal. Meskipun 
demikian, gambaran lain yang menarik dari label di atas adalah adanya 
sejumlah cal on anggota yang, kendati memiliki jaringan kekerabatan cukup 
luas, namun secara sadar tidak mau melakukan mobilisasi politik berbasis 
ikatan primordial ini. Salah s~tu calon bahkan dengan tegas menyatakan 
bahwa ia lebih baik tidak terpilihdaripada harus rnemanipulasi ikatan-:katan 
solidaritas primordial ini. Sebab, baginya, mobilisasi semacam itu sama sekali 
tidak produktlf bagi upaya-upaya pelembagaan proses politik yang sehat dan 
pengembangan tatanan masyarakat warga yang lebih modem. 

Sejalan dengan gejala terakhir ini, gambaran lain yang juga menarik 
dari tabel di atas adalah jumlah yang cukup signifikan dalam pola mobilisasi . 
politik yang bersifat rasional dan kontraktual. Pol a ini dilakukan dengan 
mengembangkan komunikasi politikyang sehal, melalui pCl1awaran program­
program spesdik, maupun perhatian pada isu-isu lokal yang berkcmbang di 
masyarakal. Hal ini menandakan bahwaproses pemilu OPO !elah berfungsi 
menjadi sarana pendidikan politik yang, dalam kadar tertentu, jauh lebih baik 
dibanding yang bertangsung dalam pemilu anggota OPR dan DPRD. 

Urutan berikutnya adalah pola mobllisasi politik yang berbasis 
ikatan soIidantas agama. Mobilisasi ini dilakukan melalui organisasi­
organisasi keagamaan ataupun melalui konggregasi gereja. Salah ,satu yang 
menonjol dan mobilisasi jenis ini adalah yang dilakukan oleh satu-satunya 
calon yang berasal dari kalangan Protestan. Menuru! pengakuannya, la 
berhasil menggalang dukungan dart semua Gereja, seper!! GKST, SK, 
bahkan juga GPdL Hanya dukungan dari GPIO saja yang menurutnya 
terpecah karena sebagian mendukung calon lain yang beragama Katolik atas 
dasar kesamaan etnislkekerabatan.5 Sedangkan mobihsasi solidaritas 
keagamaan di lingkungan pemeluk Islam le~adi melalui dua organisasi 
agama, yaitu Muhammadiyah dan AI-Khaerat.6 Oalam kasus A1-Khaerat, 

5 GKST=Gereja Kristen Sulawesi Tengah; BK=Bala Keselamatan; GPdl= Geraja Pantekosta di 
Indonesia; GPIO=Gereja Protestan Indonesia dl Oonggala. 
6 Muhammadiyah adalah organlsasl Islam yang secara teologis membawa gag&San purifikasi 
agama dan secata sosiologis umumnya didukung oleh kalangan menengah ke alas di wilayah 
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dukungan suara anggotanya diperebutkan oleh tiga calon yang sarna· sarna 
merupakan tokoh teras di dalam Pengurus Besar A1·Khaerat. 

Mobilisasi dukungan politik yang dilakukan melalui penyampaian 
wacana jender temyata hanya dilakukan olehsatu orang saja yang kebetulan 
adalah perempuan satu-satunya di antara calon anggota OPO. Hal ini 
mengherankan dengan mengingat cukup banyaknya jumlah pemilih 
perempuan padn pemilu kemarin. Di lain pihak, skor Indeks Pembangunan 
Jender (IP J) untuk Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 1999 hanya 
mencapai angka 54.1 atau menempati urutan ko-19 secara nasiona!. Skor ini 
menandakan masih tertinggalnya kaurn perempuan dl daerah ini, terutama 
menyangkut angka melek huruf, rata-rata lama sekolah. dan proporsi 
angkatan ke~a. Hampir absennya wacana jander inl dalam proses pemilu 
OPO kemarin menunjukkan bahwa perhatian masyarakat tertladap isu jender 
ini masih terbatas sekali, termasuk di antara para calon anggota OPO. 

3.3. Hasil Perolehan Suara 
Oari total jumlah pemilih di Sulawesi Tengah sebanyak 1,3 juta 

orang, suara sah yang dihasilkan dari pemungutan suara yang baru lalu 
mencapai 1,1 juta suara. Ini berarti cukup banyak suara yang tidak masuk, 
baik karena sikap golput, tidak mendapatkan kartu pemilih, ataupun karena 
suara tidak sah. Oari jumlah suara yang sah ini. perolehan suara total untuk 
calon anggota OPD lebih besar 2,3% dibanding yang diperoleh oleh calon 
anggota OPR RI dari berbagai partai. 8egitu juga, calon anggota OPO 
dengan perolehan suara terbanyak memperoleh suara 57% lebih besar 
daripada calon anggota OPR RI dengan perolehan suara terbanyak. 

Perbandingan semacam ini menunjukkan menonjolnya popularitas 
calon anggota OPO dibanding calon anggota OPR RI. Ada beberapa faktor 
yang menyebabkan hal ini. Pertama, persepsi pemilih terhadap kinerja parpol 
cenderung negatif, seperti ditunjukkan oleh beberapa studi di daerah lain 
(Haris dkk, !t.). Kedua, rumitnya sistem pemilu legislatif tahun 2004 ini 
membuat ban yak suara untuk anggota OPR dan OPRO tidak sah. Sementara 
untuk suara yang sah, sebagiannya hanya memberikan suara dengan 
menusuk tanda gam bar partai saja tanpa memilih nama calegnya. Ketiga, 
dukungan suara yang lebih besar pad a calon anggota OPO ini amat terkait 
dengan popularitas mereka sendiri karena merupakan tokoh-tokoh lokal yang 
lebih dikenal oleh masyarakat. 

perkotaan. Sedangkan AI·Khaerat adalah organisasi Islam yang secara teologis lebih bercorak 
sufistik dan cenderung toleran terhadap ekspresi-ekspresi keagamaan loka!. Sementara secara 
soslologis ocganisasl inl pada umumnya didukung oleh penduduk pedesaan. Mirip dengan 
organisasi NU yang ada di Jawa. 
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Tabel berikut menyajikan hasil perolehan suara calon anggota OPO 
pada Pemilihan Umum !ahun 2004 di Provinsi Sulawesi Tengah. 

Tabel4. Perolehan Suara Calon Anggota OPO Per Kabupaten/Kota 

r-··_·-_····- .... __ .......... _ ...... - .. -... -' ····PERoiiiiAHuw ----- .. -----. .. --
';;~l 10 CAlOI 

I 00ncItIaI1 11--~ ......... 1~.I''''''~ ~II l_ TuI-I" - PtIU 
1 122. 10.'" 2n1 'tJ04 13.263 2.199 1.691 321t 1194 '.052 71.111 
2 1:11 1.6(115 1.131 12' U 1.131 2.m • .2t1 ,.3 ' .'62 31.121 
3 ,,254 UO 2.511 un 22_ 2.'. U.S 2.604 2.1156 ' .HZ 51-"1 , • 10.65 ..,,, m '64 U72 1.072 2.'" 1M "2 1.'29 31.t5t 

",. l(i .,,2t: U:M 1i!JIt.z;*~_".«Ii .~'- 2.W I~ 1f!!11~ 
i I Ut5 UU 1.24. 1i44 U. 1.1" 3 4.015 21J 1.199 .un 
i' 7 5oS3 6.1)3 I.I~ 1 .• 11 5.715 1.323 3.m 32. 2.117 $.316 35m 

• tJ 5.62 1.112 1..11 1m U2. H21 2.IM 1.52S UtA ".771 
i , 3.04 1.'06 700 III 5.17 Ul 17.506 U.l 941 '211 .3.3.1 

~~ il:1U'1III ' \'10."" 1:604 li'!!P.f .ts!I.dI!I!I ~.2S4'i "'.031' ->~.!3t ,.a !l..~ 1IU31 
11 l:1ot 1:166 14: 2 ... 1.301 U1I 1.051 .tI 2A tn 11.5l1 
12 '.44' .27 1M 212 2.1M 44' 1.1,. 3.635 MO ,~ 11.131 

i 13 3.0\5 1127 t44 .ct 2M .to 1.151 m es, 1.51t lU •• 
14 6.621 1.01 '" 234 US:! .71 1.43' 2.m 741 ,.'" 22.111 

1'fiIiII..15'·l\i\'II 'f11A31 ~;'eA-" " ,aM "''11 ~ ·1_ I"t-~ 1!1:t.034l .UI~ 1.1t1 t!I53 li!!143t 
l' 723' 2.7' lUI J21 3,946 2.743 2.'06 m n. )13$ .U14 
17 2.411 570 562 3.1 2.21. .2? HI 125 '12 $)22 fU2 
1. 3.1M .2. 434 l7, 3.113 51. 2.172 121 '" lJ07 13.'54 
l' 10:147 Sit 1.029 612 • .265 1.S27 12.5 SOt 2M 2S12 ZJ_H1 

B 20i'l'Q! . 20.t46l 911.G25;< un. t!ML~~ r_sJia. <P2:At~ U!I* lI':3J~' 1.IM lOst t-t13 •• m 
21 Utt 1261 151 171 '.ot! 106 2-'4 H2 1.735 '.1'" 21.111 
22 3.01S 2.01' 3.112 U14 '-101 1$31 12226 100 S2I 1.501 :11.111 

, 23 3.'22 31>2 lit '" 1.111 JJS 510 .~ ~ lSIT 11.455 
2. 11M. l .'51 tot '01 226' 370 '3$ , 1.021 536 JU6 2u;n 
:os 15.1,. 'lIJ 7tt m 2.794 1.2ot 2.ot! IS63 lA .m 2t.5n 

f TOTAl nUl. "2J' '4.11 SUIt In. ... ".12, Ifun '11.111 $C.l Inn] 1.1'4.411 

Sumber: KPUD Provlnsl Sulawesi Tengah . 
Calalan: Untuk perolehan suara Kabupaten Donggala belum tflrmasuk Desa Oli, untuk 

Kabupaten Toli belum termasuk Kecamalan Baolan. 

Dari tabel di atas lerlihat adanya konsentrasi suara beberapa calon 
anggota DPD di daerah-daerah tertentu dengan perolehan suara yang cukup 
banyak (> 10.000 suara). Oistribusi semacam ini sangat menarik untuk cilihat 
lebih mendalam basis dukungan apa yang ada di daerah tersebut yang 
menyebabkan besamya perolehan suara calon-calon tertentu. Dengan 
melihat konstelasi ini dapat diketahui faktor apa yang lebih dominan dalam 
menentukan perolehan suara seseorang di daerah tertentu. Tabel berikut ini 
menampilkan gambaran mengenai basis dukungan beberapa calon di 
berbagai daerah. 

Oistribusi perolehan suara dalam tabel di atas memperlihatkan 
bahwa perolehan suara terbanyak (>10.000) masing-masing calon diperoleh 
di daerah yang merupakan kampung halamannya. Hal ini menunjukkan 
bahwa pada umumnya sumber terbanyak dukungan suara diperoleh calon 
pada daerah asalnya di mana jaringan kekerabatailnya cukup kual dan calon 
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tersebut dikenal baik oleh masyarakat setempat. Hal itu sekaligus 
membuktikan bahwa solidaritas kekerabatan ternyata masih menjadi dasar 
utama bagi masyarakat dalam menentukan preferensi pilihan dan 
pengelompokan dukungan politik pada pemilu OPO yang baru lalu . 

Tabel5. Basis Dukungan Beberapa Calon Anggota Dengan Perolehan 
Lebih 10.000 Suara 

No Calon 

i 1 
3 

4 

5 
6 
9 

10 

15 

19 

20 
22 

24 
25 

Sumber: 
Catatan: 

..••.•• _ .•... M. __ .• _._._ •.•. _ .... ........ _--_ .... _ ... _ .... __ ...... .... .. . ~ ,,~. . , .... ..... 
Oaerah 

Asal Tempat Jumlah Persemase Peringkat 
Kampung htempemleh Pemlehan Pemlehandi Suara di 
Halaman Suara Suara Daerahtsb Oaerah tsb 

Tertlanvall 
Tojo Una-una Tojo Una-una 17.604 301% 1 

Don.9gala Parigi Moutong 22.9*6 133% 1 

Palu Donggala 10.65 48% 7 

Donggala DO;'1QQala 32.396 146% 1 

Buol Buol 21 .3 392% 1 

1..IJwuk lJJwuk 17.506 11,7% 2 
Tol-Toll Ton-Toll 40.139 442% 1 

Morowali Poso 42.963 455% 1 

J2<!199.ala Donggali3 10.347 4,6% • 
Paso Donggala 20.'45 94% 2 

Banggrli lJJwLlk 12226 '2% 4 
Palu DOnQQ21a 11 .651 62% 5 
Palu DonQQala 15.'91 71% 4 

Diolah dan data KPUD Provmsi Sulawesi T eogah 
Kola Palu dan Kab. Parigi Moutong adalah pemekaran Kab. Donggala; Kab. 
Morowali dan Tojo Una-una adalah pemekaran Kab. Poso; Kab. Banggai dan 
l..uwuk merupakan pemisahan dari Kab. l..lHIuk Banggal. Pada kenyataannya, . 
pemekaran daerah ini tidak memutuskan ~r1ngan kakerabatan dan ikalan soIidaritas 
lain yang sudah ada sebelumnya. 

P_engecuaiian dari kecenderungan umum ini adalah calon yang 
. bernomor 20. Meskipun berasal dari daerah Poso, namun calon ini 

mendapatkan suara terbesarnya di Oonggala di mana ia menempati peringkat 
kedua per ole han suara. Oukungan cukup basar di Oonggala lerhadap calon 
dari luar daerah ini. agaknya lebih ditentukan oleh ikatan solidaritas 
keagamaan daripada solidaritas kekerabatan. Sebab. calon ini dikenal luas 
sebagai dai terkenal dan tokoh teras dalam Pengurus Besar Al-Khaerat, 
sementara Oonggala merupakan salah satu basis ulama organisasi 
keagamaan ini. 8egitu juga, besarnya suara yang diperoleh oleh calon 
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bemomor 15 di daerah Poso dan kabupaten pecahannya (Morowali) juga 
merupakan pengaruh dari ikatan solidaritas keagamaan yang cukup kental, 
mesldpun jaringan kekerabatannya di daerah ini juga cukup kuat. 

Pola dukungan suara yang cukup besar di lingkungan daerah asal 
sendiri ini terlihat konsisten ketika dihadapkan pada peta dukungan politik 
masing-masing daerah selama proses pemilu DPD. Tabel berikut menyajikan 
gambaran seputar peta dukungan di setiap daerah pada pemilu DPD lalu 
yang kian menegaskan kaitan an tara daerah asal dengan signifikansi 
peroiehan suara. 

Tabel6. Peta Dukungan Politik pada Tlap-tiap Dae.rah dalam Pemilu DPD 
c 

r -.~ •• - •• ~~¥ .... , -.~ •• - ••• - .. 
.. __ .. - -.. 

I Calon nengan Calon Dengan 
i Dukungan Dukungan I Nama Oaerah Asal Cal on Asal Calon 
i 8uara 8uara 

bla 

Temanyall I Temanyak II 

5 Dongg<ifa 20 Paso 

I Palu 5 Donggala 20 Paso , 
Morowan 16 Morowan 10 TolI-TaU I 

I Poso 15 Morowaft 16 Mlnahasa 
I TOjo Una-una 1 Tojo Una-una 5 Donggala 
I Pang! Moutong 3 Donggala 10 Toli-Toll 

! Banq[lal 10 Toll-tll 15 Morowdll 
i lJ.MnJk 10 Ton-DI 15 MOrClwali 

! ToH- Toli 10 Ton-lll 2 -
i Buol 6 Buet 10 Ton- ToD 
Sumber: Diolah dati dllta KPUD Provinsl Sulawesi Tengah 

, 

Sepefti dilunjukkan dalam tabel di atas, dukungan suara terbanyak 
di daerah Donggala dan Palu diperoleh olehcalon bemomor lima yang 
memang memllikl jartngan kekerabatan luas di daerah ini. Begitu juga, 
dukungan terbesar di ToJo Una-una, 8uol dan Parigi Moutong diperoleh oleh 
calon yang memang barasal dari daerah tersebut dan memiliki kekerabatan 
luas di sana. 

Fenomena yang cukup menonjol adalah calon bemomor 10 yang 
berhasil mendapatkan dukungan terbanyak di tiga daerah sekaligus. 
Bagaimanapun. dukungan di ketiga' daerah ini juga tidak lepas dari ikatan 
kekerabatannya yang memang cukup luas di daerah timur Provinsi Sulawesi 
Tengah. Di ToIi-toli, calon perempuan satu-satunya ini mendapatkan suara 
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terbanyak karena daerah ini merupakan daerah asalnya dan tempat berada 
jaringan kekecabatan ayahnya yang menjabat sebagai Bupati Tali-Tali. 
Sementara di Luwuk dan Banggai yang kini menjadi dua kabupaten terpisah, 
ia juga mendapatkan dukungan suara terbanyak berkat jaringan kekerabatan 
ibunya yang cukup luas di sini. Sebagaimana sang ayah di Toli·Toli, ibu dari 
calon bernomor 10 ini juga merupakan keturunan keluarga bangsawan yang 
berpengaruh di kedua daerah ini. 

Variasi dari pola Lii"num di atas adalah daerah Paso dan 
pecahannya, Kabupaten Morowali. Oukungan terbanyak di kcdua kabupaten 
ini diperoleh calon bemomor 15. Seperti telah disinggung di muka, dukungan 
ini selain berasal dari jaringan kekerabatan calon ini yang cukup luas, juga 
sang at ditentukan oleh ikatan solidaritas keagamaan yang cukup ken tal di 
sana sebagai daerah yang sempat beberapa kali dllanda "konflik 
keagamaan". 

·4. PEMILU DPD PROVINSI SULTENG: LAHIRNYA KONSTELASI DAN 
BUDAYA POLITIK BARU? 

Seperti terlihat dalam uraian terdahulu, benM ·bentuk ikatan 
solidaritas lok,,1 seperti ikatan solidaritas etnis, kekerabalan. dan agama 
ban yak mewarnai proses dan dinamlka pemilu OPO di Provinsi Sulawesi 
Tengah. Hal in' adalah realitas yang rnemang mencerminkan struktur sosial­
politik dan lluClaya masyarakilt di daerah ini. Oan realilas Ini harus dilihat 
sebagai sebuah k.ewajaran karena proses politik apapun tidak pernah berada 
dalam ruang yang vakurn budaya dan sejarah. 

Oengan demikian, perspektif mengenai pemilu OPO ini harus 
diletakkan bukrm untuk mengevaluasi pola-pola dukungan yang beroasiskan 
ikatan solidaritas lokal, mengingat ikatan semacam ini merupakan realitas 
yang eksis dan fungsional di tengah-tengah masyarakat lokal. Man tetapi 
lebih pada sejauh mana ikatan solidaritas lokal ini memiliki signifikansi baru 
dalam konteks sistem demokrasi yang ditandai oleh pelembagaan sistem 
perwakilan asplrasi, pengembangan ikatan masyarakat warga yang lebih luas 
dan proses pengambilan keputusan yang rasional dan mencerminkan 
kepentingan publik. Dalam pengertian terakhir ini maka apa yang telah 
berlangsung selama proses pemilu OPO lalu memberikan ban yak alasan 
untuk optimls. 

4.1. Pemilu DPD dan Sirkulasl Elit Politik Baru 
Pemilu OPO pad a awal bulan April lalu berhasil menjaring empat 

orang dengan pero!ehan suara terbanyak yang mengantarkan mereka 
sebagai anggota OPO terpilih di parlemen mewakili Provinsi Sulawesi 
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I 

Tengah. Empat orang peraih suara terbanyak ini berturut-turut adalah 
Nurmawab D. 8anman, Roger Tobigo, M. Ichsan Loulembah, dan Faisal 
Mahmud. 

Yang menarik adalah anggota DPD terpilih ini ternyata didominasi 
oleh tokoh-tokoh muda dari kalangan profesional. Dari keempat anggota , 
terpilih, hanya Tobigo yang sudah cukup berumur, sementara tiga anggota . 
lainnya berusia 40 tahun ke bawah. Tobigo juga merupakan satu-satunya 
anggota terpilih yang memiliki latar belakang pensiunan PNS dan pernah 
duduk sebagai pejabat di lingkungan birokrasi pemerintah. Dengan demikian, 
sebagian besar (75%) anggota DPD yang terpilih adalah tokoh baru yang 
sama sekali belum pemah menjadi bagian dalam sirkulasi elit politik di daerah 
ini pad a masa sebelumnya. 

Kalau diperhatikan, peta dukungan suara untuk masing-masing 
. anggota terpilih ini relatif terkonsentrasi di daerah-daerah tertentu. Tabel . 

berikut menyajikan tiga basis utama dukungan suara bagi masing-masing 
anggota DPD terpilih ini. 

Tabel7. Basis Oukungan Empat Anggota OPO Terpilih 

[""""""'" 
_ ..... _-_ .. • N_.NN._NN"NN _ 

____ '_NNOM_· 
.. ·MHH··N· ___ ··N .. ••• ._._ ... _ ................. - . ...... ri • • ___ •• __ • _NN_' __ "_ 

Daerah SlAnd Daenh Su...di · Damh Suaradi i 
I Nama AnggoCa DPD TIIJlUt DtmIgan Dael1lltsb D&mIlgan IIaera/I tsb DuIIungan Daeraht~ 

I · TIlbtArI Terbmrll T,rbmrlll 
I Ilmallt 1M Prnollt tI'oI Pmolrt WoI 

11. NIrmawaII O. IIir&J'1 Tcj. Tal I 44,2 IJaU I 22,_ BanQQ<i I 357 
!2. RDaar T obIXI Peso I 455 Worowal I 20,6 lJ.\W( " 1,7 

13. M. ~ lD.JerrCah Danqqala I 146 Pall I 14,9 Parial 11/ 9.5 
14. Flisal W<iI!uI DanqqaIa " 9C Par~ rJ 9,2 PakI " 11,9 
Sumber: Diolah dar! data KPUD Prov,"si Sulawesi Tengan 
Catatan: Nomor di depan ' nama anggota DPD terpilih menunjukkan urutan peringkat 

peroIehan suara secara keseluruhan di tingkat pro"insi 

Seperti terUhat daiam tabel di atas, dukungan suara untuk masing­
masing anggota cenderung terkonsentrasi di daerah-daerah di mana basis 
tradisional mereka cukup kual Tiga ' basis dukungan suara Nurmawati, 
misalnya, secara jelas memperlihatkan dominasi jaringan kokerabatannya di 
wilayah timur Provinsi Sulawesi Tengah. Semen tara itu, dominasi Tobigo di 
Poso dan Morowali adalah cerminan dari jaringan kekerabatannya, . meski 
yang lebih menentukan perolehan suaranya adalah dukungan kuat dan 
komunitas Kristen di dua daerah ini. Sedangkan dukungan suara yang 

. diperoleh T obigo di Luwuk tidak terlepas dan kiprah sebeiumnya selama ia 
menjabat sebagai Pembantu Gubemur di daerah ini. 
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Sementara itu, basis dukungan Ichsan yang terkonsentrasi di 
Oonggala, Palu dan Pangi juga tidak terlepas dan jaringan kekerabatannya 
yang berada di daer2h jni. Oi samping itu, yang juga merupakan faktor yang 
menentukan, tiga daerah ini adalah wilayah yang paling ban yak memperoleh 
informasi mcngenai gagasan-gagasan politik Ichsan dan kegiatan-kegiatan 
yang dilakukannya selama kampanye; begitu juga informasi mengenai track 
record Ichsan pada masa sebelumnya. 

Minp dengan kasus Tobigo, perolehan suara Faisal di liga basis 
dukungannya pada dasarnya mencerminkan pengaruhnya di kantong­
kantong organisasi keagamaan AI-Khairat. Profesinya sebagai dai terkenal, 
penyelenggara bimbingan haji, dan juga Rektor Universitas Islam AI-Khairat 
membuatnya memperoleh popularitas dan dukungan suara yang lebih banyak 
dibanding calon anggota OPO dan tokoh-tokoh AI-Khairat yang lain. 

Seperti telah dikemukakan di depan, tampilnya tokoh-tokoh muda 
ini merupakan suatu dobrakan bagi kebuntuan dalam sirkulasi eli! politik di 

: tingkat regional. Namun, yang juga tidak kalah penting. dominannya 
pero!ehan suar a tokoh-tokoh muda di basis-basis dukungannya ini juga 
mengindikaslkall te~adinya pergeseran dalam ikatan-ikatan solidantas 
tradisional di tingkat mas}'arakat lokal. Kecilnya perclehan suara calon-calon 
anggota OPO yang lebih senior di basis kekerabatan yang sarna 
membuklikan b.lhwa preferensi pilihan masyarakat temyata sudah bergeser 
menjadi Icbill rnsional dan bernuansa, serta tidak lagi berj(jan seturut pola 
patron-klien dalam kultur tradisional yang berpusat pada flQur.figur senior 
(totua mpangi; t?tua ngata dan semacamnya).7 

Meskipun dalam ranah tertentu peran tokoh tradioooaf ini masih 
sangat vital, na'llun dalClm 'arena" (field) berbeda yang lebih formal , seperti 
kompelisi pernik! OPO, ketokohan tradisional semata tampaknya tidak lagi 
menjadi faktor yang bisa memikat preferensi pemilih. Hal ioilah yang 
menjelaskan mf}ngapa tokoh-tokoh etnis dari generasi senior ini. lermasuk 
yang menjabat dalam organisasl etnis yang cukup besar, tidak mendapatkan 
suara yang signifikan dalam pemilu ini. Sebaliknya, ketokohan kalangan 
muda yang dianggap profesional, progresif, dan kompeten kini telah menjadi 
'simbol"baru yang lebih menarik perhatian masyarakat lokal. 

4.2. Solidarltas Lokal, Legitimasi Politik Baru, dan Demokrasl Deliberatif 
Pengelompokan dukungan politik . berbasis ikatan solidaritas lokal 

merupakan fenomena lumrah yang selalu menyertai sistem pemilu distrik. 
Hasil pemilu OPO yang baru lalu juga memperlihatkan peta dukungan politik 

7 Tentang Totus Ngsta dan fungsi sentralnya dalam komunitas-komunitas lradisional, lihat M. 
Shohibuddin (2003). khususnya 8ab 2. 
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di tiap·tiap dacrah yang secara signifikan teralokasikan pada figur·figur yang 
dikenalluas dan berpengaruh di daerah masing·masing (Ii hat Tabel5 dan 6) .. 

Bagalmanapun, bentuk·bentuk ikatan solidantJs lokal yang 
teraktualisaSl dalam dukungan terhadap calon anggota OPO itu telah 
mendapatkan konteks yang sarna sekali baru. Konteks dimaksud, yaittl 
pelaksanaan pemilu OPO, telah membenkan·signifikansi berbeda pada ikatan 
solidaritas Iokal ini. yakni sebagai basis legitimasi baru bagi proses rekrutmen 
politik dan proses demokratisasi yang lebih Illas. 

Hal ini karena pemilu OPO lebih bersifat personal tanpa melalui 
mediasi partai politik apapun. Oengan demikian. pengelompokan dukungan 
politik yang berbasis ikatan solidaritas lokal ini secara nyata telah 
mewujudkan basis konstituen yang jelas bagi para calor. anggota OPO; suatu 
hal yang tidak lerjadi pada pemilu parpol. Oengan basis konstituen yang jelas 
ini maka calon anggota OPO yang terpilih nantinya dituntut untuk I 

mempertanggungjawabkan amanat yang ditenmanya kepada konslituen yang 
memilihnya itu. 

Demikian pula, basis konstituen yang iebih jelas ini juga 
memungkinkan proses pelembagaan komunikasi politik yang lebih lancar dan 
otentik an tara komunitas lokal dengan para anggota OPO terpilih itu sendin, 
baik yang dilakukan secara langsung maupun melalui mediasi lembaga· 
lembaga kepemimpinan informal yang ada dalam masyarakat. Memang, yang 
terakhir ini sangat bergantung dan ditentukan oleh visi dan kapabilitas para 
anggota OPO yang terpilih itu sendin sorta be~alannya fungsi·fungsi 
leadership di dalam masyarakClt. 

Berbicara mengenai anggota OPO tcrpilih, keempatnya ini 
membenluk komposisi yang menarik. Oan keempat orang ini, 3 orang muda 
dan 1 tua; 3 Ofang tidak memiliki pengalaman birokrasi dan 1 orang adalah 
pensiunan pejabat senior; 3 laki·laki dan 1 pmempuan; 3 orang MusJim dan 1 
orang Kristen. Meskipyn latar belakang semacam ini mungkin tidak 'relevan, 
bagaimanapun hal itu mencerminkan realitas sosial·polihk dan struktur 
demografis yang ada di Sulawesi Tengah. Dengan demikioo, komposisi ini 
juga mencerminkan perimbangan dari berbagai kekuatan yang ada dalam 
masyarakat sehingga cerminannya yang proporsional dillam komposisi 
anggota OPO memungkinkan untuk mempresentikan kekuatan·kekuatan 
tersebut secara merata. 

I 

Sementara itu, menyangkut visi dan misi para anggota OPO terpilih 
ini, track record mereka dan apa yang mereka lakukan selama proses 
kampanye yang baru lalu agaknya memberlkan harapan yang besar. Meski ' 
sebagian besar dari mereka memiliki kekerabatan yang luas, namunterlepas 
dari ini hampir semua mereka mengembangkan komunikasi politik yanJ 
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bersifat kontraktual dan mengemukakan isu-isu spesifik yang berkaitan 
dengan berbagai persoalan konkret di tingkat lokal (Ii hat tabel 3 di atas). 

TabelS. Karakteristik Komunikasi Politik Empat Anggota DPD Terpilih 
Selama Kampanye Pemilu 

........................ -.................... -." .. ' .......... . -, .. -... - .-........... . 

.~,," ..... do'i"'-._ ... yW\ 
y~ t."1QMI MSUII Prov. 9.AaIIesI Tnu ..... 

:IUNMID,a.a., • ~~:~~:~i~~.~.~:~:~~. ::::: .. ::::~ .. :~:::,~.~~ IO'~! . , ~.~ ......... :~:.:~~ ..... . 
• ..... ~IIILn~ • KIU'llPW~1 • CWoq • P'IIni:Jk;nJU~ 
• ""-"'ctitiiliiiiitpiiUil;q~diiiiUjji, ........ . 
__ ..... IuI.-ynIoI_ ......... ""*'"'T_ . ~ 
1_ .... OPOIINPI ...... 

. ,.-.-, .... 
.............. •••••• __ ._. ___ • ___ •• ____ ~ __ ._.H_ •• H ...... H •••• " _ •••• h •• ___ • • _ 

', .. 11IIIIIIII • _~dIrp __ J'OI'I.W"'HIIogO" • _ • o;a,g 

• ~tii·iiiOI~i;;;;n;;o:;ro;:;a:ii-""1i . .. . ~_~._. • i""';" 

....... i!!!!!!"!.~.rw .........•.... 
-Kesl$tllBrU'lIOS!;l 

I; ...... 
Sumber. Data Primer 

Apabila komunikasi politik "modern" yang dibawakan oleh para 
anggota DPD terpilih seperti tergambar dalam Tabel 7 di atas dapat 
·beresonansi dengan saluran-saluran komunikasi politik di tingkat bawah, 
dengan melibatkan berbagai level kepemimpinan lokal, maka hal ini jelas 
merupakan sumbangan praktis yang nyata bagi pengembangan budaya 
politik baru yang lebih demokratis dan partisipatif. Secara teoritis gejala 
menuju ke arah ini amatiah signifikan khususnya dalam kaitan dengan 
bentuk·bentuk demokrasi seperti apa yang berlangsung di tingkat loka!. 

Forero (2001) misalnya, rnembedakan li9a jenis demokrasi, yaitu 
demokrasi langsung,demokrasi perwakilan, · dan demorasi partisipatoris. 
Demokrasi langsung adalah pengambilan keputusan dengan referendum, 
tanpa memerlukan pertimbangan mendalam warga negara dan tanpa 
perantara. Demokrasi perwakilan adalah pengambilan · keputusan oleh l 46 



perantara, tanpa pertimbangan mendalam dari warga negara. Sedangkan 
demokrasi partisipatoris adelah demokrasi yang dicirikan oleh kriteria kunci 
adanya pertimbangan dan warga negara dalam proses pengambilan 
keputusan. 

Mengacu pada definisi Forero ini, para anggota DPD merupakan 
perantara dalam jenis demokrasi perwakilan.Namun, berbeda dengan 
perwakilan dari kalangan partai, para anggota DPD ini memiliki kemungkinan 
dan juga mendapatkan harapan yang besar untuk bisa melibatkan 
pertimbangan mendalam dari konstituen yang diwakilinya dan yang telah 
memilihnya. Seperti yang dinyatakan Forero sendiri, demokrasi partisipatorts 
yang berbasis pada pertimbangan masyarakat (demokrasi deliberatin bisa ~ 
melibatkan perantara ataupun tidak, dan bisa saja ada interaksi dengan 
beberapa otoritas yang dipilih melalui saluran demokrasi perwakilan. 

Mengupayakan agar demokrasi perwakilan dapat bersinergl dengan 
demokrasi deliberatif adalah tantangan yang dimintakan baik pad a anggota 
DPD terpilih maupun para pemimpin informal pada berbagai level 
tingkatannya yang ada di dalam masyarakat. Tantangan ini akan dapat 
dipenuhi apabilakedua belah . pihak mau dan mampu menjalin serta ~ 
melembagakan komunikasi politik yang intens dan otentik. Dengan demikian, 
maka tidak ada kesenjangan antara proses pengambilan kepulusan yang 
berlangsung di antara para wakil di lembaga parle men dengan harapan, 
aspirasi dan opini yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. 

Dengan mengacu pada proses pemilu DPD yang telah berlangsung 
serta memperhitungkan visi politik dan kapabilitas para anggota DPD terpilih, 
maka ada ban yak alasan untuk merasa optimis. Namun, sejauh manakah 
harapan itu benar-benar dapat diwujudkan, ataukah sebaliknya anggota DPD 
ini akan tercerabut dan akamya sendiri, maka hal itu terpulang pada kine~a 
mereka selama masa jabatan lima tahun mendatang. 

5. PENUTUP 
Making democracy work. Ungkapan dari Putnam ini sering 

dikemukakan untuk menekankan bahwa membuat demokrasi beke~a 

membutuhkan lebih dari sekedar terpenuhinya instrumen-instrumen formal 
kelembagaan demokrasi. Agar dapat be~alan demokrasi juga perlu untuk 
tertambatkan (anchored) dalam institusi-institllsi dan beragam rnekanisme 
informal yang tumbuh dan hidup di tengah-tengah masyarakat sebagai 
"syarat-syarat informal untuk beke~anya demokrasi". 

Kasus pemilu DPD di Provinsi Sulawesi Tengah memberikan 
bahan-bahan empiris yang kaya dan menarik mengenai hal tersebut. 
Berlangsung dalam konteks sosio-politik regional yang ditandai oleh jaringan 
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kekerabatan yang kuat dan efektif, pemilu DPD ini lernyala berhasil 
membawa berbagai perubahan baru yang signifikan. Dari segi proses 
rekrutmen politik, pemHu DPD ini berhasil menjaring calon-calon anggota 
DPD yang sang at beragam lalar belakang profesi dan aktivitas sosialnya. 
Namun pada umumnya, mereka adalah figur-figur muda yang tidak pernah 
terlibat dalam organisasi politik dan birokrasi pemerintahan. Dengan kala lain, 

. mereka adalah pendatang baru yang tidak pernah menjadi bagian dalam 
sirkulasi elit sebelumnya. 

Disituasikan oleh konteks sosio-kultural dan polibk semacam itu, 
pemilu DPD kali ini ban yak diwarnai oleh bentuk-bentuk mobilisasi politik yang 
berbasiskan ik,lIan etnis/kekerabatan dan keagamaan. Dalcrn sistem pemilu 
distrik, hal semacam ini adalah sesuatu yang lazim. Bagaimanapun, proses 
pemilu DPD ini juga rnenyaksikan munculnya bentuk-bentuk fTlobtlisasi politik 
yang lebih bersirat kontraktual yang ditandai dengan komunikasl politik yang 
sehat, disertai dengan penawaran program-program spesifik . d<Vl merespon 
isu-isu lokal yang berkernbang di masyarakat. 

Hasil perolehan suara dalarn pemilu ini menunjukkan bahwa peta 
dukungan bagi calon anggota DPD berkorelasi positif dengan daerah asal 
calon tempat dl mana jaringan kekerabatannya terdapat. Hal rn i mcnunjukkan 
fenomena pen!-lelompokan dukungan politik berbasis ikatan 50Iidaritas lokal, 
dalam hal ini berupa jaringan solidaritas kekerabatan atau dalam variasi lain 
berupa solidaritas keagamaan. 

Meskipun pata dukunnan politik terkonsentrasikan pada basis-basis 
dukungan Iradisional, bagaimanapun juga konteks pelaksanaan pemilu distrik 
ini telah memberikan signifikansi baru pad a ikatan solidaritas Iokal ini, yaitu 
sebagai basis legitimasi baru bagi proses rekrutmen pOlitik dan proses 
demokratisasi lebih luas. Sebab, hal itu secara nyata telah mewujudkan basis 
konstituen yang lebih jelas yang memungkinkan proses pelembagaan 
komunikasi polilik yang lebih otentik antara anggota DPD terpilih dengan 
konsUtuen yang diwakilinya. 

HasH pernilu DPO memberi cukup harapan bahwa hal ini dapat 
terwujud. Pertama, meski dukungan ikatan solidaritas tradisional cukup 
menonjol, namun dukungan tersebut diarahkan kepada lokoh-tokoh mud a 
yang bervisi politik baru dan memiliki kapabilitas yang telah terbukti. Hal ini 
jelas mengindikasikan. terjadinya pergeseran dalam ikatan solidaritas 
tradisional di mana preferensi politik tidak lagi be~alan seturut pol a patron­
klien yang ada melainkan sudah lebih bersifat rasional dan bernuansa. 
Kedua, para anggota OPD lerpilih sendiri dari segi komposisi dan visi politik 
memberi harapan besar mampu membawakan komunikasi politik yang lebih 
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modem pada k.onstituen masing-masing yang secara proporsional tela 
terwakili. 

Berbagai perkembangan empiris di lapangan ini secara teoritis 
sangat signifikan untuk memunclJlkan corak 'demokrasi deliberatif, yakni 
demokrasi yang melibatkan pertimbangan masyarakat secara memadai. Hal 
ini akan terwujud apabila anggota DPD .terpilih (3ebagai perantara dalam 
"demokrasi perwakilan") dapat mengembangkan suatu mekanisme dan 
kelembagaan komunikasi politik yang intens dan otentik dengan berbagai 
level kepemimpinan informal yang ada dalam masyarakat lokal yang menjadi 
konstituennya. Dengan demikian, maka tidak ada kesenjangan antara proses 
perigambilan keputusan yang berlangsung di antara para wakil di lembaga 
parle men dengan harapan, aspirasi dan opini yang berkembang di tengah· 
tengah masyarakat. . 
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Lampiran 9: Grafik Kelebihan Tangkapan (Economic Overfishing) di 
Pantura 

Laju degradasi sumberdaya meningkat sejalan dengan peningkatan produksi 

Lampiran 10. Grafik Depresiasi rel1te ekonomi sumberdaya (sejak 1983 
keatas): Estimated Economic loss mencapai sebesar Rp 
25 mllyar per tahun 
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